BABI

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa pertimbangan yang mendorong penulis tertarik untuk memilih
judul sripsi “KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN
PEMERINTAH JERMAN (Studi Kasus: Kabupaten Klaten Sebagai Salah Satu

Daerah Penerima Bantuan Teknis Jerman)”, yaitu:

Pertama, adanya kerjasama antara pemerintah Jerman dengan Pemerintah
Indonesia yang melibatkan Kabupaten Klaten sebagai objek pelaksanaan

kerjasama antara k:edua negara tersebut.
Kedua, melihat kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini sedang labil
dan membutuhkdn banyak perbaikan. Terutama perbaikan perekonomian

didaerah, sebagai salah satu faktor utama tercapainya perekonomian nasional

yang stabil. UntuK itu dibutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk mengatasi

masalah tersebut, :

o

Ketiga, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tentunya
membutuhken kerjasama dengan negara lain untuk meningkatkan kwalitas

Sumber Daya Manusia (SDM) nya agar dapat membangun negara Indonesia agar
{
lebih maju.

——

Keempat, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bentuk kerjasama antara

R
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Kelima, penulis ingin mengetahui kuntungan yang akan diperoleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Klaten dan Pemerintah Jerman dengan adanya kerjasama ini.

.B. Tujuan Penulisan;
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk
kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Daerah Klaten dengan Pemerintah

| C oy .
Jerman dan megetahui keuntungan yang diperoleh dari kerjasama tersebut bagi

kedua belah pihak,

C. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia tahun 1998 telah
mengakibatkan k?munduran di berbagai sektor, terutama bidang ekonomi.

Plemerir.ltafl telah rémlakukan berbagai upaya untuk memulihkan keadaan ini.
Krisis ekonorili di Indonesia ditandai dengan- menurunya pertumbuhan
| ekonomi, bahkan :lscmpat mencapai angka negatif 15-20 %, terjadi inflasi yaitu
mencapai 60-90 % pada tahun 1998, jumlah keluarga miskin juga meningkat dari
9 % menjadi 30 % karena biaya hidup naik antara tiga sampai empat kali lipat,
selain itu tingginya angka pengangguran, yang menurut beberapa penelitian,
sctizp penurunan’pertumbuhan ekonomi sebesar 1 % akan terjadi Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) sebesar 400.000 orang.’
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Masih rendahxéya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan masalah maéalah
sosial-ekonomi yang mendasar lyang belum terpecahkan. Sampai dengan tahun
2003 tingkat investasi baru mencapai 69,2 % dibanding tahun 1997. perdagangan
dalam negeri terhambat diakibatkan antara lain karena adanya pelaksanaan
otonomi daerah yang sangat menghambat kelancaran arus barang dan jasa antar

daerah, Akibat lain yang ditimbulkan dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi
| adalah jumlah pengangguran terbuka mencapai 9,5 juta jiwa dan setiap tahunnya
sekitar 2,5 juta e;mgkatan kerja baru menambah jumlah angkatan kerja dan
masalah pengang,:guran ini menjadi salah satu masalah besar yang banyak
d-ihadap‘i oleh banyak negara berkembang lainnya.

Adanya krisis ekonomi dan politik tersebut menyebabkan hilangnya
kepercayaan inve%tor asing akan kondisi perekonomian dan masalah keamanan
Indonesia. Sehingga kegiatan investasi mengalami penurunan. Statistik resmi
mengungkapkan cialam kwartal pertama tahun 1998, jumlah investasi mngalami
penurunan sampai 22 %. Nilai investasi baru hanya mencapai US$ 45,1 miliar.2

Kegagalan pemerintah dalam menangani masalah krisis ekonomi yang
melanda bangsai Indonesia tahun 1998 telah‘ menghilangkan kepercayaan
masyarakat Indonesia kepada pemerintah,

Tidak menghc?rankan jika krisis ini mendorong para mahasiswa, akademisi,

aktivis social, dan komponen komponen masyarakat lainnya untuk mengkritik

Antmhaint Tralainnanes alranana? waAlldllr adaeialabuntizrs Ans wancscw s nsmsin s

" nitro™"



selama ini dilakukan oleh pemerintah. Konsentrasi kekuatan politik, ekonomi, dan
administratif’ yang selama ini terpusat pada kelompok kelompok dan lembaga

_tertentu tidek lagi dapat dipertahankan. Redistribusi kekuasaan secara wajar'dan
pfoporsional antalr negara, mekanisme pasar, masyarakat sipil, dan antar
kelompok diperlukan untuk membangun Indonesia yvang lebih demokratis. Untuk
itu reformasi dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan pemerintahan
diperlukan.?

Proses demokratisasi yang paling menjadi isu utama adalah reformasi lata
pemerintahan. Reformasi tata pemerintahan ini diharapkan menjadi satu peluang .
untuk mempercepat proses demokratisasi di Indonesia. Reformasi tata
pemerintahan yang radikal dilakukan oleh pemerintah melalui pelaksanaan
otonomi daerah sejak Januari 2001 A

Pelaksanaan é)tt)norni daerah secara radikal telah mengubah hubungan
hierarkis yang sclama ini terjadi antara berbagai tingkat pemerintah. Hal ini
ditanddi dengan dilaksanakannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemeriiitah Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 'tentang
Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dan ada beberapa pasal yang mengatur dan
memungidnkan pemerintah daerah melaksanakan hubungan luar negeri atau

hubungan internasional dengan negara lain.

3 Agus Dwiyanto, dkk, ”Reformasi: Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah”, Pusal Studi
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Dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 88 ayat (1) “Daerah
dapat melakukan ‘Iker_‘}'asama yang saling menguntungkan dengan lembaga/ badan
luar negeri, yang diatur dengan hkeputusan bersama, kecuali menyanghkul
kewenangan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalampasal 7". Serta
penjelasan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bagian umum,
mengenai Dasar Pemikiran (h) menyatakan: “...kew?nangan otonomi daerah luas
adalah, keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang
mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di
bidang politik lua}‘ negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,
agama, serta bidang lainnya akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah... "’

Hal ini diperkpat dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 37 Tahun
1999 tentang huBungan luar negeri, khususnya yang termuat pada pasal 1.5
Pemerintah kabupaten kota sekarang memiliki kewenangan besar untuk
merumuskan kebijakan dan programnya sesuia dengan aspirasi mereks masing
masin};, diluar bidang pertahanan dan keamanan, moneter, agama, kehakiman,
dan hubungan luar negeri.” Pemberian wewenang yang luar biasa besarmya
kepada pemerintah kabupaten dan kota diharapkan membawa dampat yang positif
bagi kema_]uan pembangunan daerah, termasuk dalam mempercepat terwujudnya

tata pemermtahan :yang lebih baik di kabupaten kota.

5 Ibid, Hal. 9.
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n mtro"DF



Dengan adanya otonomi daerah ini telah memberikan jalan dan wewenang

kepada pemerintah daerah untuk menindak-lanjuti hubungan diplomatic yang

telah dijalin dengan pihak luar negeri: dengan kegiatan kegiatan kerjasama

keuangan, kebudayaan, perekonomian, dan lain lain. Tentu saja dengan catatan,

pemerintah daerah hanya boleh melakukan hubungan kerjasama dengan negara

yang secara resmi telah melakukan hubungan diplomatic dengan pemerintah pusat

Indonesia.®

Reformasi tatzi pemerintahan yang radikal melalui percepatan desentralisasi

dan otonomi daerah yang berlangsung cepat dan kurang adanya persiapan yang

matang, juga mengalami beberapa kendala, antara lain:

1.

Masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan
professional.

Masih terbatasnya sumber sumber pembiayaan yang memadai, baik
yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dari luar daerah.
Belumitersusunnya kelembagaan yanp efektif.

Belum terbangunnya sistem dan rc;gulasi yang jelas dan tegas.
kurangnya kreativitas dan partisipasi masyara'kat secara lebih kritis

dan rasional.

Pembangunan' perekonomian perlu didasarkan pada keunggulan komparatif

sebagai negara maritim dan agraris sesual dengan kompetensi dan produk

vevierrmaloe Ads ankines daseals dervdbmisen saada Toowfoao il ol %0 "L 4t " 1
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kerajinan rakyat. Selain itu perlu suatu upaya untuk mempercepat pembangunan
ekonomi daerah secara efektif dengan memberdayakan pelaku dan potensi daerah.
Untuk tercapainya hal itu, prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah
pengorganisasian negara yang eﬁéien. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi
local jﬁga menghendaki suatu tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa
(good corporate government) baik di pusat maupun di daerah yang mampu
menjalankan suatu kebijakan ekonomi secara efektif,

Sasaran pembangunan perek;momian adalah pertumbuhan melalui pemerataan
pembangunan be;basis ekonomi kerakyatan. Segjalan dengan otonomi daerah,
pembangunan ekonomi dengan sasaran tersebut harus berbasis pada kekuatan
lokal baik dalam artian sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Pada dasarnya Usaha Kecil Menengah (UKM) memberikan sumbangan yang
besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Menurut data Biro
Pusat Statistik (BPS) tahun 2001, sekitar 99 % usaha di Indonesia tergolong
UKM yang sedikitnya menyerap 80 % dari jumlah tenaga kerja yang ada. Dengan
demikian sektor UKM memegang peranan penting dalam mengurangi kemiskinan
dan terbukti mampu bertahan pada saat Indonhesia mengalami krisis ekonomi.
Akan tetapi, kontiibusi yang diberikan oleh UKM secara nyata terhadap Produk
Domestik Bruto hanya 55 %. Hal ini dikarenakan produktivitas tenaga kerja yang

rendah, biaya transaksi yang timggi, iklim usaha yang tidak kondusif dan

1
1
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Saat ini Indone:sia berada dalam masa transisi dari system perekonomian yang
sentralistik ke aral'51 otonomi daerah. Pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi
saat ini menghadaipi tantangan baru untuk menggerakkan perekonomiam mereka,
Sementara itu, sell'ctor swasta di daerah perlu diberi keleluasaan untuk berperan
aktif dalam .prosies pengambilan kebijakan kaitannya dengan pembangunan
ekonomi dan sosiail.

KetidaksiapangPemerintah Daerah untuk menghadapi era otonomi daerah ini
membuat Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (BAPI:?ENAS) bersama  dengan Gesellschaft fur Technische
Zusammenarbeit tG‘TZ) / Lembaga Kerjasama Teknis Jerman yang mewakili
Pemerintah Jerm%in berusaha untuk memecahkan masalah tersebut dengan
melakitkan keljas;ama dengan beberapa daerah di Indonesia, misalnya saja
Pemerintah Jenn%ln melakukan kerjasama dengan beberapa daerah di Jawa
'I_'enggah yang meliputi: Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen,
Klaten.’- |

Kabupaten Kiaten scbagai salah satu daerah yang melakukan kerjasama
dengan Pemerin‘fcah Jerman tersebut mengalami penurunan pertumbuhan
perekonomian akillbat krisis ekonomi tahun 1998. Tahun 1998 saat terjadi krisis
ckonomi secara ;makro melanda bangsa Indonesia pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Klaten mengalami penurunan hingga minus sebelas persen(-11%).
| .

Tetapi pada tahungI 2000 pertumbuhan ekonomi kabupaten Klaten, menurut Produk
r

? hitn-/furunw rad ar idfdnf‘lt:".nrn-nrnﬁh htm Tiata diamhil noda tenanal € Cantarmbhan 3008

" nitro’™™"



Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 1993 mengalami

peningkatan yaituiscbesar 3,98 %. Mulai tahun 1999 sudah mulai menunjukkan

pertumbuban yang' signifikan.'® Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah

ini;

| Tabel 1.1
Petumbuhan Agregat Tahun 1993 - 2000 Kabuapten Klaten
TAHUN| | BERLAKU KONSTAN
Nilai (Juta) | Pertumbuban | Nilai (Juta) | Pertumbuhan
| rp. Y% Rp. %
1993 1.0%3.236,12 1.033.236,12
1994 | 1,189.605,26 15,14 1.096.276,16 6,30
1995 | 1.320.531,85 11,00 1.177.447,97 7,40
1996 | 1.472.730,12 11,53 1.261.298,48 7,12
1997 | 1.700.153,70 15,44 1.295.075,63 2,68
1998 | 2.461.526,71 41,25 1.148.045 58 -1135
1999 | 2.698.234,73 12,35 1.153.627,74 0,49
2000 | 2.948.815,42 9,29 1.199.551,88 | 3,98

Sumber: PDR_? Kabupaten Klaten 2000

Sf:sungg;t.llmyzsli pertumbuhan perekonomian di Kabupeten Klaten cukup baik,

tetapi dalam kaitap pembangunan antar dacrah tampaknya masih terdapat kendala

yang timbul sehin_'g'ga perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya
|

yang dimiliki Kizlbupatcn Klaten dan pada akhimya akan tlerbentuk sekior

unggulan (.’:alerzclh.l'il

I .
Melihat masaliah yang sedang dihadapi Kabupaten Klaten dan daerah daerah

|
lain di Jawa Tenggah, tidak salah apabila BAPPENAS beserta Pemerintah Jerman

' 1
10 pemerintah Kabupaten Klaten, "Laporan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi

Daerah”, 2001, Hal. 50, |

Y rbid, Hal, 4,
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memilih Jawa Tenfggah termasuk Kabupaten Klaten untuk melakukan kerjasama
dengan Pemerintah Jerman. Kerjasama antara Pemerintah Daerzh Klaten dengan
I;émeril;tah J ermaﬂ ini semakin diperkuat dengan adanya wewenang yang dimiliki
Pemerintah Daerah dengan adanya otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah
ini membuat, kerjasama antara Pemerintah Jerman dengan Pemerintah Daerah
Klaten terjalin leb:ih intens dan manfaat dari kerjasama ini diharapkan akan lebih

bisa dirasakan oleh kedua belah pihak.

. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diambil suatu rumusan
masalah sebagai bietikut:
1. Bagaimana beriltuk kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

dengan Pemerintah Jerman?

2. Apd keuntungan dari kerjdsama tersebut bagi Pemerintah Daerah Kabupaten

!

Klaten dan Pemerintah Jerman?
|

. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam berhubungan dengan negara lain, sebuah negara mempunyai politik

]1101“ ﬂﬁﬁ'ﬂl“; wvraro malitat! camiia Fakiral-an srame ATamhil Alah ciunbs manaen wuann
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I
., mempunyai penga:.ruh ternadap hubungan antara pemerintah suatu negara dengan

negara lain.! 2
Dalam melihat masalah di atas, setidaknya ada beberapa pemikiran, b-aik teori
maupun konsep yimg dapat digunakan untuk mengidentifikasikan pokok masalah
yang muncul‘. ! |
Teori adalah s:uatu pandangan atau persepsi tenlang apa yang terjadi. Berteori
-adalah mendiskri]éasikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi, dan
mungkin juga n'sleramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu dimasa
depan.’?
Sedangkan kionsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek atau
fenomena."* |
1. Konsep Kerja%;arna
Untuk imembahas permasalahan diatas dapat digunakan konsep
kerjasama. KJ . Holsti menyatakan bahwa sebagai transaksi dan intéraksi
diantara negal;*a negara dalam sistem internasioal saat ini adalah bersifat rutin
dan hampir bc;ﬂ:bas konflik. Timbul berbagai masalah nasional, regional, atau
global yang rinemerlukan perhatian dari banyak negara. Dalam kebanyakan

kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang

diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti

-2 TB Miflar,”On Writing’ ‘About Foreign Policy”, dalam James and Rosseau (ed), Infernational
Politics and F oreign Pohc.y, The Free Pree, New York, 1969, Hal.57.
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teknis untuk Imenye’rujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri
perundingan c_l_lengan perjanjian atau pengertian tertentu yang mermuaskan
kedua belah pi:hak. Proses ini disebut kolaborasi atau kerjasama.’

Istilah ké:ljasama (collaboration), dapat menimbulkan satu citra akan
organisasi intt?masional vang bekerja keras menyelesaikan masalah masalah
biasa, atau al:ﬂi ahli teknis dalam lapangan yang membantu pihak lain
meningkatkan :produktivitas pertaniannya,'s

Kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Daerah Klaten dan

Pemerintah Jérman adalah kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi ini
fertuang dalam; beberapa kegiatan ekonomi, misalnya: kegiatan ekspor-impor,
invesfasi, dan lljantuan ekonomi.

Bantuan iluar negeri berupa penerimaan uang, barang, atau nasihat teknis
dari sebuah nt::gara donor kepada penerima merupakan kebijakan yang telah
lama digunaka;n dalah hubunéan laur negeri selama berabad-abad.!” Bantuan
itu sendiri terd:iri dari empat tipe utama program bantuan'®, yaitu:

1) Bannflan militer,

2) Bannilan teknis,

3) Bantiian hibah (penerimaan),

4) Pinja:man pembangunan.

|
15 ¥ J. Holsti, “Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis ", Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 1983, Hal.

209,

1 1,0¢.Cit.
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i’rogram;bantuan yang diberikan Pemerintah Jerman kepada Kabupaten
Klaten adalah:berupa bantuan teknis. Baniuan teknis dirancang untuk lebih
menyebarkan ;Ipengetahuan dan keahlian, bukan pangan ataupun uang.
Personel deném keahlian khusus dari negara industri pergi ke luar negeri
untuk mf:mberikan nasihat mengenai aneka proyak. Dampak program ini
dapat sangat besar, khususnya di daerah pedesaan, sementara biayanya relatif
rendah kecuali jika program ini dihubungkan dengan proyek pembangunan

besar.'” |
2. Teori Aktor Riasional

Graham;Tl Allison,”® mengajukan 3 model teori untuk menjelaskan
Proses pembuaia.tan keputusan politik luar negeri. “Salah satunya adalah model
aktor rasional.i Dalam model aktor rasional ini politik luar negeri dipandang
sebagai akibat dari tindakan tindakan aktor rasional yang dilakukan dengan
sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pembuatan keputusan luar
negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektval, perilaku pemeriitah
dianalogikan 'dengan perilaku individu yang ternalar dan terkoordinasi.

Dengan penalaran yang sungguh sungguh, dan berusaha menetapkan pilikan

atas alternatif, alternatif yang ada. Alternatif alternatif haluan kebijaksanaan

¥ Ibid, Hal, 247. ;
 Graham T Allison, Essence Of Decision (Little, Brow, 1971) “Conceptual Model’s And The Cuban
Missile Crisis”. dmerican Political Science Review (Sept. 1969), dan Allison and Morton Halperin,
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yang bisa diaimbil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung-rugi atas

masing masing alternatif.
|

Dalam lT:lOdel ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam
melakukan pflihan atas alternatif alternatif ini menggunakan kriteria
“optimalisasi hasil”. Model ini sangat terkenal terutama karena asumsi
rasionalitas yal:lg, dikandungnya. Dalam model ini para pemnuat keputusan itu

dianggap rasional dan kita umumnya cenderung berfikir bahwa -keputusan

(terutama yang menyangkut politik Iuar negeri) dibuat secara rasional.?!

|
Dilihat dari teori aktor rasional diatas, kita bisa menganalisis

|
keuntungan darl kerjasama antar Pemerintah Daerah Klaten dengan
Pemcrintah Ier%’man. Keuntungan bagi Jerman itu sendiri sudah diperhitungkan

sevara tasional oleh Pemerintah Jerman, misalnya: Jerman inggin membuka

pasar baru bag:i produk barang dan jasa yang mereka produksi, Jerman inggin
i
lebih memperf:;rat kerjasama bilateral dengan Indonesia.

| )
~ Keuntungan kerjasama tersebut juga sudah diperhitungkan secara

rasional oleh :Pemerintah Daerah Klaten, misalnya: terciptanya percepetan
‘ |

| .
perekonomian daerah, terrciptannya sumber daya manusia yang handal dan

kompeten. |
i
Konsep Kepenitingan Nasional

Tujuan riwndasar serta faktor paling menentukan yang memandu para
|

|
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|
nasional. Kep:entingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi

merupakan uﬁsure yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara.
I
Unsure tersebut nebcakup keberlangsungan hidup bangsa dan negara,

kemerdekaan,: keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kescjahteraan

ekonomi.. Kal:~cna tidak ada “interest” secara tunggal mendominasi fungsi
pembuatan ke,!pulusan suatu pemerintah, maka konsepsi ini dapat lebih akurat
jika diangga:p sebagai “national interest”. Manakala sebuah negara
mendasarkan_:politik luar negeri sepenuhnya pada kepentingan nasional secara
kukuh dengal_il sedikit atau tidak hirau sama sekali terhadap prinsip prinsip
moral unive;rsal, maka negara tersebut dapat diungkapkan sebagai
kebijaksanaan; realis, berlawanan dengan kebijaksanaan idealis yang

meniperhatikan prinsip moral internasional.**

I
F. Hipotesis |
Berdasarkan ;*umusan masalah diatas dan kerangka pemiki-ran yang telah
ditetapkan, mal{a'icliper_oleh hipotesa sebagai berikut:
% Bentuk keljl_asama antara Pemerintah Daerah Klaten dengan Pemerintah
Jerman adzi:lah kerjasama ekonomi berupa pemberian bantuan teknis
program Regional Economic Development (RED) / Pengembangan

Ekonomi W:ilayah yang tertuang dalam kegiatan ulama berupa: penciptaan

i

1
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citra daerahi dan pemasaran wilayah, ketjasama antar daerah, penciptaan
lingicungan flxsaha yang kondusif, dan pemberdayaan sektor swasta.
|
> Keuntungan: dari kerjasama tersebut bagi Pemerintah Daerah Klaten dan
Pemerintah jerman, misalnya;
- Bagi Kallmpaten Klaten, terciptanya sumber daya manusia yang handal
dan komlpctcn schingga bisa mempercepat pembangunan daerah.
- Bagi Jerman, Jerman inggin menciptakan pasar baru bagi barang dan
jasa yanp_%, mereka produksi.

|
G. Jangkiiian Penulisan
Jangkauan pcrfmlisan dalam penelitian ini adalah bantuan teknis Jerman yang

diberlkan kepadd Pemerintah Indonesia dengan meneliti Kabupaten Klaten

sebagai salah sdll dacrah penerima bantuan tersebut. Jangkauan waktu addlah
i

tahun 2002 sampal sekarang.
|
H. Jenis Periulisan

Naiam nenilidan ckringi ini nennlis menconmakan heherana csra fenamnnlan
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1'. Waw;vancara :

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung
kepada responden.?

Wawancara dilakukan dengan beberapa pthak yang terkait langsung

dengan hal hal! yang sedang diteliti, misalnya: wawancara dengan pihak GTZ-
RED Klaten, dan pihak pihak lain yang terlibat dengan pelaksanaan program
bantuan Jerman di Kiaten.
2. Penelitian Diskriptif
Penelitian diskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat
terhadap suatu: fenomena sosial tertentu, misalnya: perceraian, pengangguran,
keadaan gizi, p’lreferensi terhadap politik tertentu dan lain lain.?*
Dalam p:enulisan ini penelitian dilaksanakan di Kabupaten Klaten
sebagai salahf satu daerah penerima bantuan teknis Jerman. Penelitian
diskriptif ini cllilakukan vntuk menjelaskan bentuk kerjasama yang terjadi

antara Pemeiintah Daerah Klaten dengan Pemerintah Jerman dan mengetahui

keuntungan dan kerjasama tersebut bagi kedua belah pihak.

3. Studi Pustaka
Data melalui stludi pustaka diperoleh dari:
- Buku'buku yang menunjuang;

- Literatur literature;

1~ » T L ] . -~ e L L N Y | Feon e T TRArTWY Tod_L.a. TOOMA
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- Media massa;
1

- Web ‘tSile;

- Laporan laporan.

L. Sistematika Penu:lisan

Skripsi ini direnca:imkan terdiri dari lima bab, yang terdiri dari:
|

BAB 1, adalah bab pendahufuan. Bab ini memaparkan: alasan pemilihan judul,
tujuan penelitian,! latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar
pemikiran, hipotes:is, jangkauan penulisan, jenis penulisan, sistematika penulisan.
BAB II, adalah baib yang memaparkan hubungan bilateral Pemerintah Indonesia
dengan Pemerinta;h Jerman. Pembahasan diawali dengan memaparkan profil
Indonesia, Profil ;Ierman dan Profil GTZ, selanjutnya memaparkan kerjasan.la
ekonomi antara Inc;ionesia dengan Jerman yang terdiri dari kegiatan ekspor, impor,
investasi, dan perglberian bantuan antara Indonesia dengan Jerman, memaparkan
kerjasama politik Eyang terdiri dari kegiatan kunjungan pejabat tinggi Indonesia
dan Jerman, memaparkan kerjasama kebudayaan antara Indonesia dengan Jerman
yang terdiri dari kegiatan pertukaran pelajar dan kunjungan misi kebudayaan.
BAB 111, adalah Ebab yang memaparkan kerjasama antara Pemerintah Daerah
Klaten dengan Pn:amerintah Jermun, Pembahasan diawali dengan memaparkan -
profil Kabupateni Klaten, yang terdiri dari letak geografis, kondisi sosial
kependudukan, struktur perekonomiaq Kabupaten Klaten, kerjasama luar negeri

1
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kerjasama ekonon:li, yang terdiri dari kegiatan ekspor Klaten ke Jerman dan
bantuan yang dibfi:rikan oleh Pemerintah Jerman ke Kabupaten Klaten berupa
program pengembe:mgan ekonomi wilayah (RED), yang terdiri dari kegiatan utama
adalah: menciptaks;\n citra daerah dan pemasaran wilayah, kerjasama antar dacrah,
penciptaan lingl(un:gan usaha yang kondusif, pemberdayaan sector swasta.

BAB 1V, b:ab ini memaparkan keuntungan kerjasama yang terjadi antara

Pemerintah Daera;h Klaten dengan Pemerintah Jerman. Pembabasan diawali

dengan menganalisis keﬁntungan kerjasama tersebut bagi Kabupaten Klaten
sebagai daerah Tpenerima bantuan dan dilanjutkan dengan menganalisis
keuntungan kerjas%':lma tersebut bagi Pemerintah Jerman scbagai negara pemberi
bantuan. |

DAD UV Lalk ini alran marmanaslran Facimeanlan Aael rasalamhan hﬂhl‘];{‘!‘ln {"QI‘;
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